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Abstract

Acts of decency are all kinds of behavior with sexual connotations that are carried out unilaterally and
are not expected by the target person, causing negative reactions, shame, anger, offense at the person
who is a victim of sexual harassment. It is concluded that the criminal responsibility of children as
perpetrators of the criminal act of rape against children is an effort to protect child victims of the crime
of rape because it is one of the crimes against decency as regulated in Article 285 of the Criminal
Code, while according to the Criminal Code Bill is regulated in Chapter XVI Concerning the Crime of
Morality, Paragraph 1, which reads: "Convicted for committing the crime of rape, with a minimum
imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 12 years. Legal protection for children who are
victims of the crime of rape which results in pregnancy and preventive and repressive measures, both
by the community and the government (through law enforcement officials), such as providing
protection / supervision from various threats that can endanger the victim's life. Case of the crime of
rape committed by children against children in the Supreme Court decision Number 3440 K / Pid.Sus
/2019.
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Abstrak

Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang
dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga
menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban
pelecehan seksual tersebut. Disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku
tindak pidana pemerkosaan kepada anak sebagai upaya melindungi anak korban tindak pidana
pemerkosaan karena merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal
285 KUHP, Sementara menurut RUU KUHP diatur dalam Bab XVI Tentang Tindak Pidana Kesusilaan
Paragraf 1, yang berbunyi: “Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak
korban tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan adanya upaya preventif maupun
represif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti
pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa
korban. Perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak dalam putusan MA
Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pemerkosaan.
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I. Pendahuluan
A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan
negara yang menjunjung tinggi hukum.
Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan
memaksa serta mempunyai sanksi yang
tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada
hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar
tercipta kerukunan dan perdamaian dalam
pergaulan hidup masyarakat. Namun pada
kenyataannya dalam masyarakat masih
bermunculan  berbagai  kejahatan.  Ini
menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum
terwujud sepenuhnya.

Fenomena kejahatan itu akan selalu
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap
individu dalam kehidupannya pasti akan
selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi
kebutuhannya, jika kebutuhan akan hal itu
tidak terpenuhi maka dalam diri manusia
pikiran yang akan timbul ialah ingin memenuhi
kebutuhannya itu  walaupun  dengan
mengandalkan segala cara dan bahkan cara-
cara yang tidak benar.!

Ubi societas ibi ius, dimana ada
masyarakat disitu ada hukum yang berarti
pula setiap masyarakat memiliki cara-cara
berhukum sendiri yang tidak dapat
dipaksakan begitu saja dari dan oleh bangsa
lain.?2 Berbagai macam aturan dibuat dengan
tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar
selalu berakhlaq terpuji, tidak berbuat
kerusakan, serta kemaksiatan. Meskipun
pada dasarnya manusia itu diciptakan
berkecenderungan  terhadap  kebaikan,
namun sekali-kali manusia itu juga

mempunyai sisi negatifnya yaitu suka berbuat

! Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di
Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 5

2 Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, Thafa
Media, Yogyakarta, 2013, h. 165-166.
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kerusakan. Sehingga menimbulkan beberapa
permasalahan dengan sesama manusia
bahkan terhadap lingkungan di sekitarnya.®

Tindak pidana kesusilaan adalah
segala macam bentuk perilaku yang
berkonotasi seksual yang dilakukan secara
sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang
menjadi sasaran sehingga menimbulkan
reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung
pada diri orang yang menjadi korban
pelecehan seksual tersebut. Pelecehan
seksual adalah  perilaku  pendekatan-
pendekatan yang terkait dengan seks yang
tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk
melakukan seks, dan perilaku lainnya yang
secara verbal ataupun fisik merujuk pada
seks.*

Salah satu perbuatan yang dilarang
oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
menggolongkan tindak pidana pencabulan ke
dalam tindak pidana kesusilaan. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana belum
mendefinisikan dengan jelas maksud dari
pencabulan itu sendiri dan terkesan
mencampur adukkan pengertiannya dengan
perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan
merupakan salah satu dari kejahatan seksual
yang diakibatkan dari adanya perubahan
yang terjadi dalam struktur masyarakat kita.
Pencabulan adalah jenis kejahatan yang
berdampak sangat buruk terutama pada
korbannya, sebab  pencabulan  akan
melanggar hak asasi manusia serta dapat
merusak martabat kemanusiaan, khususnya
terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul

merupakan perbuatan yang tidak senonoh

% Ibid, h. 168.

4 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_

Seksual Senin, 8 Desember 2020, Pukul 16.00
wiB


https://id.m.wikipedia.org/wiki/
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dalam bidang seksual, misalnya perbuatan
meraba-raba kemaluan yang dilakukan di
muka umum yang menimbulkan rangsangan
berahi.® Korban dalam kejahatan ini seringkali
adalah anak-anak.

Ketika anak menjadi korban tindak
pidana, negara harus memberikan
perlindungan kepadanya. Secara hukum
negara Indonesia telah  memberikan
perlindungan kepada anak melalui berbagai
peraturan perundang-undangan diantaranya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Agar
terwujudnya sumber daya manusia Indonesia
yang berkualitas dan mampu memimpin serta
memelihara kesatuan dan persatuan bangsa
dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan
pembinaan secara terus menerus demi
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial serta
perlindungan dari segala kemungkinan yang
akan membahayakan anak dan bangsa
dimasa depan.

Tindak pidana dengan pelaku anak di
Indonesia dari waktu ke waktu semakin
mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana
yang marak dilakukan oleh anak dan
korbannya juga anak adalah pencabulan.
Salah satu pemicu timbulnya pencabulan oleh
anak dengan korban anak adalah maraknya
situs-situs porno di internet yang dapat
dengan mudah diakses oleh anak melalui
handphone atau internet karena kemajuan

teknologi. Kemajuan teknologi berdampak

5 Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana.
Jakarta: Sinar Grafika. 2009, h. 32.
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positif karena semakin memudahkan manusia
dalam memenuhi kebutuhan namun juga
memiliki dampak negatif apabila
disalahgunakan. Situs porno tidak mengenal
istlah mati sebab diblokir satu, esoknya
muncul kembali dengan berganti nama
namun kontent sama ataupun memang situs
baru.

Anak yang berkonflik dengan hukum
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi
anak yang berusia 12 tahun tetapi belum
berusia 18 tahun yang diduga melakukan
tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana
dapat dikenakan pada anak yang berkonflik
dengan hukum dengan ketentuan yang telah
secara tegas diatur dalam UU SPPPA, tidak
terkecuali terhadap anak yang melakukan
pencabulan.

Telah terjadi tindak pidana pemerkosaan
terhadap anak dibawah umur yang dilakukan
anak dalam putusan Mahkamah Agung
Republik
K/Pid.Sus/2018 bahwa Anak atas nama anak
DAJB bin MM pada hari Jum’at tanggal 02
Desember 2016, pukul 04.00 wita atau pada

Indonesia Nomor 2172

waktu lain dalam bulan Desember 2016
bertempat di Dusun Sungai Hanyar Desa
Angkinang RT. 004 RW. 002 Kec. Angkinang
Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya didapur
rumah orang tua AN (sdr.H. Yusuf).
Berdasarkan uraian di atas, penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai
surat tindak pidana pemerkosaan terhadap
anak dengan judul penelitian
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai

Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
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Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat
Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440
K/Pid.Sus/2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,
maka ditentukan perumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban
pidana anak sebagai pelaku tindak pidana
pemerkosaan terhadap anak?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap
anak korban tindak pidana pemerkosaan
yang mengakibatkan kehamilan?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam
menerapkan hukum pidana dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 3440
K/Pid.Sus/20197?

C. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu
‘menggambarkan keadaan atau suatu
fenomena yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan diteliti”.6 Deskriptif
analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang
berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum
dan praktek pelaksanaan yang menyangkut
permasalahan yang telah di identifikasi.
2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini
dilakukan secara metode penelitian yuridis
normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu
menekankan pada ilmu hukum dengan

menitik beratkan pada data sekunder, yang

6 Bambang Sunggono, Metode Penelitian
Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal.
36
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berupa bahan hukum primer, sekunder, dan
tertier”.”
3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan
tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan melaksanakan penelitian
kepustakaan (library reseacrh), yaitu dengan
metode pendekatan konseptual (conceptual
approach).

Pendekatan konseptual beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Pendekatan ini menjadi penting sebab
pemahaman terhadap pandangan/doktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum dapat
menjadi pijakan untuk  membangun
argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu
hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin
akan memperijelas ide-ide dengan
memberikan pengertian-pengertian hukum,
konsep hukum, maupun asas hukum yang
relevan dengan permasalahan dan
pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan
landasan utama dalam menyusun tesis ini
yang didasarkan atas Penelitian
Kepustakaan (library research), dengan
metode ini penulis dapat mengumpulkan
bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-
buku, majalah, dokumen-dokumen, serta
sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar

penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

" Ibid, h. 37
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Il. Hasil dan Penelitian

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pemerkosaan Kepada Anak Sebagai
Upaya Melindungi Anak Korban
Tindak Pidana Pemerkosaan
Menurut Gerson W. Bawengan?, ada tiga

pengertian kejahatan menurut

penggunaannya, yaitu :

1. Pengertian secara praktis
Kejahatan adalah pelanggaran atas
norma-norma keagamaan, kebiasaan,
kesusilaan dan norma yang berasal dari
adat istiadat yang mendapat reaksi, baik
berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap
dosa terancam dengan hukuman api
neraka.

3. Pengertian secara yuridis
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam
undang-undang, seperti dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Kartini Kartono menyatakan, bahwa
secara sosiologis kejahatan adalah semua
bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku
yang secara ekonomis, politis dan sosio-
psikologis sangat merugikan masyarakat,
melanggar norma-norma  susila, dan
menyerang keselamatan warga masyarakat
(baik yang telah tercakup dalam undang-
undang, maupun yang belum tercakup dalam
undang-undang)®

Beberapa pengertian kejahatan di atas

menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap

8 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:
Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung, Refika
Aditama, 2001), h. 27

9 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta, Raja
Grafindo,2001), h. 126

10 pDepartemen Pendidikan Dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Il, (Jakarta, Balai
Pustaka, 1997), h. 980
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suatu  perbuatan dipandang  sebagai
kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma
yang hidup dimasyarakat, baik itu norma
agama, norma kesusilaan, norma kesopanan
maupun norma hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, tindak pidana perkosaan diatur pada
Buku Il Bab XIV tentang Kejahatan terhadap
Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana,
delik  kesusilaan adalah delik yang
berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang
berkaitan dengan adab dan sopan santun;
perilaku susila.’® Namun untuk menentukan
seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah
mudah, karena pengertian dan batas-batas
kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-
beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang
berlaku di dalam masyarakat*.
delik-delik

kesusilaan, menurut Roeslan Saleh'?

Dalam penentuan

hendaknya tidak dibatasi pada pengertian
kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga
meliputi hal-hal yang termasuk dalam
penguasaan norma-norma kepatutan
bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat,
misalnya meninggalkan orang yang perlu
ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.
Sementara jika diamati  berdasarkan
kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat
tentang arti kesusilaan lebih condong kepada
kelakuan yang benar atau salah, khususnya

dalam hubungan seksual'® (behaviour as to

11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996),
h. 291

12 Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas
Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP,
(Jakarta, Djambatan, 2003), h. 109

33 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap
Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta, Sinar
Grafika, 2004), h. 3
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right or wrong, especially in relation to sexual
matter).

Tindak pidana perkosaan termasuk
salah satu kejahatan terhadap kesusilaan
yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan
ancaman kekerasan memaksa seorang
wanita bersetubuh dengan dia di luar
pernikahan, diancam karena melakukan
perkosaan, dengan pidana penjara paling
lama dua belas tahun”.

Dalam ketentuan Pasal 285 diatas
terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada
atau tidaknya tindak pidana perkosaan,
unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

a. Adanya kekerasan atau ancaman
kekerasan

b. Memaksa seorang wanita

c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia
(pelaku)*

Ad a) Adanya kekerasan atau ancaman
kekerasan, artinya mempergunakan tenaga
atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak
sah, misalnya memukul dengan tangan atau
dengan segala  senjata, menyepak,
menendang, dan sebagainya sampai orang
itu jadi pingsan atau tidak berdaya.

Ad b) Memaksa seorang wanita, artinya
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa perempuan yang bukan iastrinya
bersetubuh dengan dia.

Ad c) Bersetubuh di luar perkawinan,
artinya peraduan antara kemaluan laki-laki
dan perempuan yang biasa dijalankan untuk
mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-

laki harus masuk ke anggota kelamin

4 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal,
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perempuan, sehingga mengeluarkan mani

dengan wanita yang bukan istrinya.
Sementara tindak pidana perkosaan

menurut RUU Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana diatur dalam Bab XVI Tentang Tindak

Pidana Kesusilaan Bagian Kelima Tentang

Perkosaan dan Perbuatan Cabul Paragraf 1,

yang berbunyi: “Dipidana karena melakukan

tindak pidana perkosaan, dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 12 tahun:

1) Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan di luar perkawinan,
bertentangan dengan kehendak
perempuan tersebut;

2) Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan di luar perkawinan,
tanpa persetujuan perempuan tersebut;

3) Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan, dengan persetujuan
perempuan tersebut, tetapi persetujuan
tersebut dicapai melalui ancaman untuk
dibunuh atau dilukai;

4) Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan, dengan persetujuan
perempuan tersebut karena perempuan
tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut
adalah suaminya yang sah;

5) Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan yang berusia di bawah
14 (empat belas) tahun, dengan
persetujuannya; atau

6) Laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan, padahal diketahui
bahwa perempuan tersebut dalam
keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Sedangkan dalam UUPA diatur dalam

Pasal 81

(Bandung, Karya Nusantara Cetakan X, 1988), h. 98, 209,
210
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(1) Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan
paling singkat 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang yang
dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang
lain.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia
khususnya terhadap wanita dan anak perlu
mendapat perhatian lebih intensif dan serius
lagi. Hal ini mengingat, terdapat
kecenderungan bahwa korban wanita dan
anak sering terabaikan oleh lembaga-
lembaga kompoten dalam sistem peradilan
pidana, yang seharusnya memberikan
perhatian dan perlindungan yang cukup
berdasarkan hukum. Hal ini tersebut tidak
seharusnya terjadi, sebab, bagaimanapun
korban tetap mempunyai hak untuk

diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana Pemerkosaan
Yang Mengakibatkan Hamil

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-
Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Sanksi Dan Korban,

15 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan
Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), h. 56
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perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan
untuk memberikan rasa aman kepada Saksi
dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian Perlindungan Korban dapat
dilihat dari 2 (dua) makna:

a. Diartikan sebagai perlindungan
hukum untuk tidak menjadi korban
kejahatan (berarti perlindungan Hak
Asasi Manusia (HAM) atau
kepentingan hukum seseorang).

b. Diartikan sebagai perlindungan
untuk memperoleh jaminan/

santunan hukum atas
penderitaan/kerugian orang yang
menjadi korban (identik dengan
penyantunan  korban).  Bentuk
santunan itu dapat berupa
pemulihan nama baik/rehabilitasi,
pemulihan  keseimbangan batin
antara lain dengan pemaafan,
pemberian ganti rugi  seperti
restitusi, kompensasi,
jaminan/santunan  kesejahteraan
sosial dan sebagainya®.

Adapun tujuan dari perlindungan

korban adalah sebagai berkut: ¢

a. Memberikan rasa aman kepada korban,
khususnya pada saat memberikan
keterangan pada setiap proses peradilan
pidana;

b. Memberikan dorongan dan motivasi
kepada korban agar tidak takut dalam

menjalani proses peradilan pidana;

16 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
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c. Memulihkan rasa percaya diri korban
dalam hidup bermasyarakat;

d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya
kepada korban dan keluarga korban, tapi
juga kepada masyarakat;

e. Memastikan perempuan bebas dari segala
bentuk kekerasan;

f. Menempatkan kekerasan berbasis jender
sebagai bentuk kejahatan yang serius dan
merupakan pelanggaran Hak Asasi
Manusia;

g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir
kekerasan berbasis jender;

h. Penegakan hukum yang adil terhadap
pelaku kekerasan terhadap perempuan
(perkosaan).

Selama ini pengaturan perlindungan
korban khususnya dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia belum menampakkan pola
yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief’
dalam hukum pidana positif yang berlaku
pada saat ini perlindungan korban lebih
banyak merupakan “perlindungan abstrak”
atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya
berbagai rumusan tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan selama ini
pada hakekatnya telah ada perlindungan in
abstracto  secara langsung terhadap
kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlunya  diberikan perlindungan
hukum pada korban kejahatan secara
memadai tidak saja merupakan isu nasional,
tetapi juga internasional, oleh karena itu
masalah ini perlu memperoleh perhatian yang
serius®®. Pentingnya perlindungan korban
kejahatan memperoleh perhatian serius,
dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of

Basic Principles of Justice for Victims of Crime

17 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban
Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Loc Cit
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and Abuses of Power oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari The
Seventh United Nation Conggres on the
Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia,
Sepetember 1985, dalam salah satu
rekomendasinya disebutkan: “Offenders or
third parties responsible for their behaviour
should, where appropriate, make fair
restitution to victims, their families or
dependents. Such restitution should include
the return of property or payment for the harm
or loss suffered, reimbursement of expenses
incurred as a result of the victimization, the
provision of services and the restoration of
rights”. (Pelaku atau mereka yang bertangung
jawab atas suatu perbuatan melawan hukum,
harus memberi restitusi kepada korban,
keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut
berupa pengembalian hak milik atau
mengganti kerugian yang diderita korban,
kerugian biaya atas kelalaian yang telah
dilakukannya sehingga menimbulkan korban,
yang merupakan suatu penetapan Undang-
Undang sebagai bentuk pelayanan dan
pemenuhan atas hak).

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut,
bentuk  perlindungan  yang  diberikan
mengalami perluasan yang tidak hanya
ditujukan pada korban kejahatan (victims of
crime), tetapi juga perlindungan terhadap
korban akibat penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power). Hal ini menunjukkan bahwa
perlindungan terhadap korban memperoleh
perhatian yang serius tidak hanya dari
masing-masing negara, tetapi juga dunia.
Deklarasi PBB memberi perlindungan

terhadap korban dengan memberikan

18 Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Op
Cit, h. 23
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restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti
kerugian atas apa yang telah dideritanya.
Perlindungan terhadap korban

perkosaan membutuhkan partisipasi

masyarakat yang berempati terhadap apa

yang telah dialaminya, sehingga memenuhi
rasa kemanusiaan seperti yang tertuang
dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi,

“‘Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang

memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang

adil dan beradab yang antara lain sebagai
berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia
sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan hak, persamaan
derajat dan persamaan kewajiban asasi
setiap manusia, tanpa membedakan suku,
keturunan, agama, kepercayaan, jenis
kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai
sesama manusia.

4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan
teposliro.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-
mena terhadap orang lain.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban juga
bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan
dalam masyarakat seperti yang tertuang
dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi,

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia” yang memuat butir-butir nilai

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur
mencerminkan  sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotong royongan.
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2. Mengembangkan sikap adil terhadap
sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban.

4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang
lain agar dapat berdiri sendiri.

Masalah keadilan dan hak asasi
manusia dalam kaitannya dengan penegakan
hukum pidana memang bukan pekerjaan
yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak
peristiva dalam kehidupan masyarakat
menunjukkan bahwa kedua hal tersebut
kurang memperoleh perhatian yang serius
dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam
Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa
Indonesia, masalah perikemanusiaan dan
perikeadilan mendapat tempat yang sangat
penting sebagai perwujudan dari Sila
Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua Sila dari Pancasila tersebut
seyogyanya menjadi acuan bagi para
penegak  hukum  dalam  memberikan
perlindungan terhadap korban yang memiliki
rasa empati kepada sesama manusia
sehingga memenuhi rasa kemanusiaan yang
adil dan beradab dan dapat mewujudkan nilai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dikaitkan dengan perlindungan
terhadap korban tindak pidana perkosaan
adalah bahwa memberi perlindungan kepada
korban adalah sebagai salah satu perwujudan
tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
alinea 4 (empat) vyang berbunyi,
..... melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
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melaksanakan  ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial....... ", yang juga
diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”.

Markom dan Dolan menyebutkan,
“perkosaan adalah keadaan darurat baik
secara psikologis maupun medis. Tujuan
terapituk dari prosedur ini (penanganan medis
korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka
fisik, intervensi krisis dengan dukungan
emosional, propylaksis untuk penyakit
kelamin dan pengobatan terhadap
kemungkinan terjadinya kehamilan™®.

Pendapat di atas secara lebih rinci
antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti
merasa tidak lagi berharga akibat
kehilangan  keperawanan  (kesucian)
dimata masyarakat, dimata suami, calon
suami (tunangan) atau pihak-pihak lain
yang terkait dengannya.

Penderitaan  psikologis  lainnya
dapat berupa kegelisahan, kehilangan
rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering
menutup diri atau menjauhi kehidupan
ramai, tumbuh rasa benci (antipati)
terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan
terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud
baik padanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat
terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal
lagi bilamana janin yang ada tumbuh
menjadi besar (tidak ada keinginan untuk

diabortuskan).  Artinya, anak yang

19 Abul Fadl Mohsin Ebrahim,Op Cit
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dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki
kejelasan statusnya secara yuridis dan
norma keagamaan.

3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan
itu akan menimbulkan luka pada diri
korban. Luka bukan hanya terkait pada
alat vital (kelamin perempuan) yang robek,
namun tidak menutup kemungkinan ada
organ tubuh lainnya yang luka bilamana
korban lebih dulu melakukan perlawanan
dengan keras yang sekaligus mendorong
pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan
kejam guna menaklukkan perlawanan dari
korban.

4. Tumbuh rasa kekurang-percayaan pada
penanganan aparat praktisi hukum,
bilamana kasus yang ditanganinya lebih
banyak menyita perhatiannya, sedangkan
penanganan kepada tersangka terkesan
kurang sungguh-sungguh. Korban merasa
diperlakukan secara diskriminasi dan
dikondisikan makin menderita
kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat
ditekan secara terusmenerus oleh proses
penyelesaian perkara yang tidak kunjung
berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit
seperti tidak lagi merasa berharga dimata
masyarakat, keluarga, suami dan calon
suami dapat saja terjerumus dalam dunia
prostitusi. Artinya, tempat pelacuran
dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri
untuk membalas dendam pada laki-laki
dan mencari penghargaan?.

Tidak hanya itu saja, apabila korban
memutuskan untuk melaporkan perkosaan
yang dialaminya kepada aparat penegak

hukum, tidak menutup kemungkinan korban

20 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op Cit, h.
82-83
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mengalami  reviktimisasi dalam proses
peradilan.

Pentahapan penderitaan korban tindak
pidana perkosaan dalam proses peradilan
dapat dibagi sebagai berikut?*:

1. Sebelum Sidang Pengadilan
Korban tindak pidana  perkosaan
menderita mental, fisik dan sosial karena
ia berusaha melapor pada polisi dalam
keadaan sakit dan terganggu jiwanya.
Kemudian dalam rangka pengumpulan
data untuk bukti adanya tindak pidana
perkosaan, ia harus menceritakan
peristiva yang menimbulkan trauma
kepada polisi. Korban juga merasa
ketakutan dengan ancaman pelaku akibat
melapor sehingga akan ada pembalasan
terhadap dirinya.
2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus
hadir dalam persidangan pengadilan atas
ongkos sendiri untuk menjadi saksi.
Korban dalam memberikan kesaksian
harus mengulang cerita mengenai
pengalaman pahithya dan membuat
rekonstruksi  peristiwva perkosaan. la
dihadapkan pada pelaku yang pernah
memperkosanya sekaligus orang yang
dibencinya. Selain ituia harus menghadapi
pembela atau pengacara dari pihak pelaku
yang berusaha menghilangkan kesalahan
pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana,
mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi
perwakilannya tidak menguntungkan pihak
korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban
menghadapi  pelaku tindak pidana
perkosaan yang lebih mampu mental, fisik,

sosial daripada dirinya. Disini ternyata

2L Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan
Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Loc Cit
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perlu disediakan pendamping atau
pembela untuk pihak korban tindak pidana
perkosaan.
3. Setelah Sidang Pengadilan
Setelah selesai sidang pengadilan, korban
tindak pidana perkosaan masih
menghadapi berbagai macam kesulitan,
terutama tidak mendapat ganti kerugian
dari siapapun. Pemeliharaan
kesehatannya tetap menjadi
tanggungannya. la tetap dihinggapi rasa
takut akan ancaman dari pelaku. Ada
kemungkinan ia tidak diterima dalam
keluarganya serta lingkungannya seperti
semula, oleh karena ia telah cacat.
Penderitaan mentalnya bertambah,
pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana
perkosaan telah dihukum bukanlah
penanggulangan permasalahan.
Setelah mengetahui beratnya
penderitaan korban akibat dari perkosaan
yang telah dialaminya, maka sudah menjadi
kewajiban pemerintah untuk memberikan
perlindungan kepada korban (perkosaan)
yang diimplementasikan dalam peraturan
perundangundangan sebagai produk hukum
yang berpihak kepada korban (perkosaan).
Dasar perlindungan hukum terhadap
perempuan korban kekerasan terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Convention On The
Elimination Of All Forms Of Discrimination
Against Women-CEDAW) yang menyatakan:
a. Bahwa segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan, sehingga segala bentuk
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diskriminasi  terhadap wanita harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada
tanggal 18 Desember 1979, telah
menyetujui Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women);

c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam
Konvensi tersebut di atas pada dasarnya
tidak bertentangan dengan Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945 dan
peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia;

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah
Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia
Dasawarsa PBB di Kophangen karena
ketentuan konvensi tersebut pada dasarnya
tidak bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi di
atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap
perempuan yang juga bersifat melindungi
perempuan dari segala macam bentuk
diskriminasi. Namun yang dibutuhkan dalam
melindungi perempuan sebagai korban tidak
cukup hanya dengan peraturan tertulis saja,
tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktek
perlindungan  korban. Jadi hendaknya
peraturan  perundang-undangan tentang
perlindungan terhadap korban yang ada
dapat dijadikan pedoman bagi penegak
hukum dan masyarakat dalam rangka
memberikan  perlindungan bagi  korban

(khususnya perempuan), sehingga dapat
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membantu memulihkan kondisi korban dan

keadilan dapat ditegakkan.

Perlindungan hukum terhadap korban
kekerasan terhadap perempuan (perkosaan)
juga dapat dilihat pada Konsideran Keppres
Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan yang menyebutkan:

a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945
menjamin semua  warga negara
mempunyai kedudukan yang sama di
dalam hukum dan pemerintahan;

b. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita Tahun 1979 (Convention
on The Elimination of Al Forms of
Discrimination Against Women), dan
Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi, atau

Merendahkan Martabat Wanita

(Convention Against Torture And Other

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment), dan Deklarasi PBB 1993

tentang Penghapusan Kekerasan

Terhadap Perempuan, segala bentuk

kekerasan terhadap perempuan
merupakan salah satu bentuk pelanggaran
atas hak-hak asasi manusia;

c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip
negara berdasar atas hukum, upaya yang
dilakukan dalam rangka mencegah
terjadinya dan menghapus segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan perlu
lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara
nyata;

Konsideran Keppres di atas menjadi
landasan bahwa manusia mempunyai derajat

yang sama dalam hukum terutama
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perempuan yang menjadi korban tindak
kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar
perempuan  korban tindak kekerasan
(perkosaan) mendapatkan perlakuan yang
manusiawi tanpa adanya diskriminasi.

Penghapusan kekerasan dalam
konsideran di atas juga bertujuan agar tidak
ada lagi kekerasan terhadap perempuan
sehingga tidak lagi memunculkan korban-
korban berikutnya. Namun perwujudan dari
Undang-Undang di atas belum sepenuhnya
dapat direalisasikan.

Masih banyak korban perempuan yang
tidak mendapat perlindungan baik dari
penegak hukum maupun dari pihak
masyarakat. Undang-Undang di atas
hendaknya menjadi acuan bagi para penegak
hukum untuk bisa memperlakukan setiap
orang (khususnya perempuan korban
perkosaan) dengan baik tanpa adanya
diskriminasi jender sehingga tercipta adanya
keseimbangan dalam hukum dan
masyarakat.

Dasar pertimbangan lain  yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap
korban juga tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, yaitu :

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui
dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kebebasan dasar
manusia sebagai hak yang secara
kodrati melekat pada dan tidak
terpisahkan dari manusia, yang harus
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan
demi peningkatan martabat
kemanusiaan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan serta
keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas
dengan harkat dan martabat
manusia yang sama dan sederajat
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serta dikaruniai akal dan hati
nurani untuk hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dalam
semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan,
perlindungan  dan  perlakuan
hukum yang adil serta mendapat
kepastian hukum dan perlakuan
yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas
perlindungan hak asasi manusia
dan kebebasan dasar manusia,
tanpa diskriminasi.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai
manusia pribadi yang berhak
menuntut dan memperoleh
perlakuan serta perlindungan yang
sama sesuai dengan martabat
kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat
bantuan dan perlindungan yang
adil dari pengadilan yang objektif
dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk
kelompok masyarakat yang rentan
berhak memperoleh perlakuan
dan perlindungan lebih berkenaan
dengan kekhususannya.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk
menggunakan semua  upaya
hukum nasional dan forum
internasional atas semua
pelanggaran hak asasi manusia
yang dijamin  oleh  hukum
Indonesia dan hukum
internasional mengenai hak asasi
manusia yang telah diterima
negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional
yang telah diterima negara
Republik Indonesia yang
menyangkut hak asasi manusia
menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia
terutama menjadi tanggung jawab
Pemerintah.
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Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi,
berhak untuk memperoleh keadilan
dengan mengajukan permohonan,
pengaduan, dan gugatan, baik dalam
perkara pidana, perdata, maupun
administrasi serta diadili melalui proses
peradilan yang bebas dan tidak
memihak, sesuai dengan hukum acara
yang menjamin pemeriksaan yang
objektif oleh hakim yang jujur dan adil
untuk memperoleh putusan yang adil
dan benar.

Sekalipun  hak asasi manusia
merupakan hak dasar yang secara kodrati
melekat pada diri manusia sejak lahir
sehingga eksistensinya harus senantiasa
dilindungi, dihormati, dipertahankan dan
dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya
tidak mudah untuk ditegakkan karena masih
banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi
(khususnya terhadap perempuan), seperti
korban perkosaan pada waktu melapor justru
dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan
yang dialaminya karena ia dianggap
berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan
gambaran bahwa belum semua penegak
hukum sadar akan hak asasi setiap orang
untuk mendapat perlindungan yang sama di
dalam hukum. Ironis memang jika mengingat
bahwa Indonesia mempunyai peraturan
perundang-undangan yang menjunjung tinggi
nilai-nilai  kemanusiaan dan hak asasi
manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan
dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal senada juga dapat dilihat dalam
konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia,
yaitu:

a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak
dasar yang secara kodrati melekat pada
diri manusia, bersifat universal dan

langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,
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dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh

diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh

siapapun;

b. Bahwa untuk ikut serta memelihara
perdamaian  dunia dan  menjamin

pelaksanaan hak asasi manusia serta

memberi perlindungan, kepastian,
keadilan dan perasaan aman kepada
perorangan ataupun masyarakat.

Secara teoritis, Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya
aspek perlindungan korban dalam proses
peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal
34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban
dan saksi dalam pelanggaran hak asasi
manusia yang berat berhak atas perlindungan
fisik dan mental dari ancaman, gangguan,
teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
Namun secara praktis, amanat tersebut masih
jauh dari harapan karena Undang-Undang
yang secara khusus mengatur tentang
perlindungan terhadap korban baru saja
disahkan dan belum sepenuhnya
direalisasikan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-Undang di atas, maka terbentuk pula
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap
Korban dan Saksi sebagai amanat dari Pasal
34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
yang menyatakan:

a. Setiap korban dan saksi dalam
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat berhak atas perlindungan fisik dan
mental dari ancaman, ganguan, teror, dan
kekerasan dari pihak mana pun.

b. Perlindungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum dan aparat

keamanan secara cuma-cuma.
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c. Ketentuan mengenai tata cara
perlindungan terhadap korban dan saksi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Bentuk-bentuk  perlindungan  yang
diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 4 meliputi:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi
korban atau saksi dari ancaman fisik dan
mental;

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;

c. Pemberian keterangan pada saat
pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa
bertatap muka dengan tersangka.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang
bagaimana kompensasi, restitusi, dan
rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan
harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan
layak (Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 2 Tahun
2002). Begitu pula, dalam Peraturan
Pemerintah ini tidak diatur perihal adanya
beberapa hak yang penting bagi korban, yaitu
hak untuk memperoleh identitas baru yang
sangat penting guna menghindarkan korban
dari berbagai bentuk ancaman.

Secara lebih rinci  perlindungan
terhadap korban dapat dilihat pada
konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban yang menyatakan:

a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah
dalam proses peradilan pidana adalah
keterangan Saksi dan/Korban yang
mendengar, melihat atau mengalami

sendiri terjadinya suatu tindak pidana

2 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi
Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, (Bandung: Binacipta, 1986), h. 33
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dalam upaya mencari dan menemukan
kejelasan tentang tindak pidana yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

b. Bahwa penegak hukum dalam mencari
dan menemukan kejelasan tentang tindak
pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak
pidana sering mengalami kesulitan karena
tidak dapat menghadirkan  Saksi
dan/Korban disebabkan adanya ancaman,
baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi
dan/Korban yang sangat penting
keberadaannya dalam proses peradilan
pidana.

Korban memang selayaknya dilindungi
sehingga ia mendapatkan rasa aman dan
tidak merasa terancam atau terintimidasi baik
hak maupun jiwanya. Dengan jaminan
perlindungan hukum dan keamanan tersebut,
diharapkan tercipta suatu keadaan yang
memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa
takut untuk melaporkan suatu tindak pidana
yang diketahui atau dialaminya kepada aparat
penegak hukum karena khawatir dengan
ancaman dari pihak tertentu.

Dalam penyelesaian perkara pidana,
hukum terlalu mengedepankan hak-hak
tersangka/terdakwa, sementara hak-hak
korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan
oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum
acara pidana khususnya yang berkaitan
dengan hak-hak asasi manusia, ada
kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang
berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa

memperhatikan pula hak-hak para korban?2,
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Dalam KUHAP juga telah diatur
beberapa ketentuan yang berkaitan dengan
perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi
yang diatur dalam Pasal 98 s/d 101 yaitu:
Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang
menjadi dasar dakwaan di dalam
suatu pemeriksaan perkara pidana
oleh pengadilan negeri
menimbulkan kerugian bagi orang
lain, maka hakim ketua sidang
atas permintaan orang itu dapat
menetapkan untuk
menggabungkan perkara gugatan
ganti kerugian kepada perkara
pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat diajukan selambat-
lambatnya  sebelum  penuntut
umum  mengajukan  tuntutan
pidana. Dalam hal penuntut umum
tidak hadir, permintaan diajukan
selambat-lambatnya sebelum
hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

(1) Apabila pihak yang dirugikan
minta penggabungan perkara
gugatannya pada perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98, maka pengadilan negeri

menimbang tentang
kewenangannya untuk mengadili
gugatan tersebut, tentang

kebenaran dasar gugatan dan
tentang hukuman penggantian
biaya yang telah dikeluarkan oleh
pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan
negeri menyatakan tidak
berwenang mengadili gugatan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) atau gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima, putusan
hakim hanya memuat tentang
penetapan hukuman penggantian
biaya yang telah dikeluarkan oleh
pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian
dengan sendirinya mendapat
kekuatan tetap, apabila putusan
pidananya juga mendapat
kekuatan hukum tetap.
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Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan
antara perkara perdata dan
perkara pidana, maka
penggabungan itu dengan
sendirinya berlangsung dalam
pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara
pidana tidak diajukan permintaan
banding, maka permintaan
banding mengenai putusan ganti
rugi tidak diperkenankan.

Ketentuan dari aturan hukum acara
perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian
sepanjang dalam undang-undang ini tidak
diatur lain.

Secara eksplisit, KUHAP memang telah
mengatur tentang ganti kerugian. Tetapi ganti
kerugian tersebut ditujukan bagi tersangka,
terdakwa atau terpidana karena adanya
kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan
pengaturan ganti kerugian secara umum
diatur dalam pasal 98 s/d 101 dengan cara
penggabungan perkara gugatan ganti
kerugian. Namun penggabungan perkara
gugatan ganti kerugian ini tidak efektif karena
jarang digunakan.

Keberadaan manusia sebagai makhluk
sosial tentunya membawa konsekuensi
perlunya diciptakan suatu hubungan yang
harmonis antara manusia yang satu dengan
yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan
melalui kehidupan saling menghormati dan
menghargai bahwa  diantara  mereka
terkandung adanya hak dan kewajiban.

Secara teoritis, bentuk perlindungan
terhadap korban kejahatan dapat diberikan
dalam berbagai cara, tergantung pada
penderitaan/ kerugian yang diderita oleh
korban. Misalnya, untuk kerugian yang
sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti
rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah

memadai apabila tidak disertai dengan upaya
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pemulihan mental korban. Sebaliknya,
apabila korban hanya menderita kerugian
secara materiil, pelayanan yang sifatnya
psikis terkesan terlalu berlebihan.

Mengacu pada uraian di atas, ada
beberapa perlindungan terhadap korban
kejahatan yang lazim diberikan, antara lain
sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 26 tahun 2000 memberikan pengertian
kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan
oleh negara karena pelaku tidak mampu
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang
menjadi tanggung jawabnya, sedangkan
restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan
kepada korban atau keluarganya oleh pelaku
atau pihak ketiga.

Menurut Stephen Schafer, (seperti yang
dikutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris
Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan
Korban Kejahatan), terdapat 4 (empat) sistem
pemberian restitusi dan kompensasi kepada
korban kejahatan, yaitu antara lain:

a. Ganti rugi (damages) yang bersifat
keperdataan, diberikan melalui proses
perdata. Sistem ini memisahkan
tuntutan ganti rugi korban dari proses
pidana.

b. Kompensasi yang bersifat keperdataan
diberikan melalui proses pidana.

c. Restitusi yang bersifat perdata dan
bercampur dengan sifat pidana
diberikan melalui proses pidana.
Walaupun restitusi di sini tetap bersifat
keperdataan, tidak diragukan sifat
pidana (punitif) nya.

3 Op Cit, h. 167-168
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d. Kompensasi yang bersifat perdata,
diberikan melalui proses pidana, dan
didukung oleh sumber-sumber

penghasilan negara.

Di sini kompensasi tidak mempunyai
aspek pidana apapun, walaupun diberikan
dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap
merupakan lembaga keperdataan murni,
tetapi negaralah yang memenuhi atau
menanggung kewajiban ganti rugi yang
dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini
merupakan pengakuan bahwa negara telah
gagal menjalankan tugasnya melindungi
korban dan gagal mencegah terjadinya
kejahatan??,

Sampai sekarang di Indonesia belum
ada suatu lembaga yang secara khusus
menangani masalah pemberian kompensasi
terhadap korban kejahatan, seperti yang
dilakukan di beberapa negara maju.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada
suatu lembaga yang bernama the Crime
Victim’s Compensation Board. Lembaga ini
dibentuk untuk menangani pemberian
bantuan finansial kepada korban kejahatan
berupa penggantian biaya pengobatan,
pemakaman, kehilangan penghasilan, dan
sebagainya?.

Hal yang memerlukan perhatian penting
dalam pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian pada korban adalah perlunya
diupayakan agar sistem pemberian ganti
kerugian dilaksanakan dengan sederhana
dan singkat sehingga apa yang menjadi hak
korban dapat segera direalisasikan. Apabila
jangka waktu yang diperlukan untuk
merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini

membutuhkan waktu yang lama,

24 Op Cit, h.168
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dikhawatirkan konsep perlindungan korban
dalam kaitan pembayaran ganti kerugian
akan terabaikan.
2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini
diberikan kepada korban sebagai akibat
munculnya dampak negatif yang sifatnya
psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian
bantuan dalam bentuk konseling sangat
cocok diberikan kepada korban kejahatan
yang menyisakan trauma berkepanjangan,
seperti pada kasus-kasus yang menyangkut
kesusilaan®.
3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita
secara medis akibat suatu tindak pidana.
Pelayanan medis yang dimaksud dapat
berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan
tertulis (visum atau surat keterangan medis
yang memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan alat bukti). Keterangan medis ini
diperlukan terutama apabila korban hendak
melaporkan kejahatan yang menimpanya ke
kepolisian untuk ditindak lanjuti.
4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk
pendampingan terhadap korban kejahatan. Di
Indonesia, khususnya di Semarang-Jawa
Tengah, bantuan ini lebih banyak diberikan
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pemberian bantuan hukum terhadap korban
kejahatan haruslah diberikan baik diminta
ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini
penting, mengingat masih rendahnya tingkat
kesadaran hukum dari sebagian besar korban
yang menderita kejahatan ini. Sikap

membiarkan  korban  kejahatan  tidak

% Dalam Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan:
korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk
mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu
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memperoleh bantuan hukum yang layak
dapat berakibat pada semakin terpuruknya
kondisi korban kejahatan.
5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau
keluarganya berkaitan dengan proses
penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana
yang dialami oleh korban. Pemberian
informasi ini memberikan peranan yang
sangat penting dalam upaya menjadikan
masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian
karena melalui informasi inilah diharapkan
fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja
kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Di atas semuanya yang terpenting
dibentuk

perlindungan korban kejahatan sebagaimana

adalah segera lembaga
yang telah banyak dilakukan di negara-
negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan
perlindungan terhadap korban kejahatan akan
lebih memadai, guna mendukung terciptanya
proses penegakan hukum yang fair. Lembaga
ini hendaknya dibangun berdasarkan
perspektif korban dengan menjadikan faktor
keamanan sebagai prioritas.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka
viktimologi mempunyai tujuan yang sama
dengan Pancasila dalam pengamalannya.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
viktimologi mempunyai keselarasan dan
keserasian tertentu dengah Pancasila,
khususnya dalam bidang usaha mencapai
masyarakat yang adil serta maksud spiritual
dan material dalam rangka meningkatkan
martabat manusia yang menjadi korban

sehingga manusia dapat melaksanakan hak

suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada
korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan
lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan
korban.
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dan kewajibannya sebagai warga negara
Indonesia.

Dalam konteks perlindungan terhadap
korban kejahatan, adanya upaya preventif
maupun represif yang dilakukan, baik oleh
masyarakat maupun pemerintah (melalui
aparat penegak  hukumnya), seperti
pemberian perlindungan/pengawasan dari
berbagai ancaman yang dapat
membahayakan nyawa korban, pemberian
bantuan medis, maupun hukum secara
memadai, proses pemeriksaan dan peradilan
yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada
dasarnya merupakan salah satu perwujudan
dari perlindungan hak asasi manusia serta
instrumen penyeimbang. Disinilah dasar
filosofis di balik pentingnya korban kejahatan

(keluarganya) memperoleh perlindungan.

C. Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan
Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak
Dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3440
K/Pid.Sus/2019

Jika kita lihat terdakwa memaksa
melakukan tindakan pemerkosaan terhadap
anak korban dikarenakan keseringan
terdakwa menonton video porno sehingga
dari putusan yang dijatuhkan pengadilan
negeri dengan pidana penjara di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 2
(dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3
(tiga) bulan tidak sesuai dengan tuntutan
hakim sehingga mengajukan banding. Di
tingkat banding hakim menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa dengan 3 (tiga) tahun dan
6 (enam) bulan dengan pelatihan Kkerja
selama 3 (tiga) bulan yang mana sudah
sesuai dengan tuntutan jaksa.

Akan tetapi terdakwa merasa keberatan

karena hukuman terdakwa menjadi lebih
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tinggi dari putusan pengadilan Negeri
sehingga terdakwa mengajukan kasasi dan di
tingkat kasasi hakim menolak permohonan
kasasi terdakwa dan menguatkan putusan
pengadilan tinggi negeri.

Jika dilihat dari teori penegakan hukum
penulis lihat bahwa putusan tersebut
sudahlah sangat tepat karena perbuatan
terdakwa dengan menyetubuhi Saksi korban
dengan janji akan bertanggung jawab sudah
merusak masa depan saksi Anak yang mana
tidak bisa dikembalikan lagi ke keadaan
semula. Sehingga kedepannya tidak adalagi
korban Anak lainnya yang menjadi korban dari
tindakan tidak bertanggungjawab dari pelaku
anak, sehingga penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana benar-benar di tegakkan
tanpa melihat umur, karena kalau masalah
umur menjadi hukuman si anak di peringan
maka akan banyak kejadian korban tidak
bertanggungjawab  terhadap  anak-anak
lainnya.

Dipidananya anak pelaku tindak pidana
pemerkosaan dengan Pasal 81 ayat (2)
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sudah mewujudkan asas kepastian
hukum terhadap para korban pemerkosaan
yang mencari keadilan dari tindakan tidak
bertanggung jawab para pelaku pemerkosa.
Sehingga dengan demikian sudah ada
kepastian akan hukuman yang di dapat jika
hal serupa terjadi di kemudian hari nantinya.

Anak dalam putusan ini dijatuhi pidana
dengan Undang-Undang Perlindungan Anak
karena dari penjabaran kasus sudah terlihat
kalau anak dan korban masih dibawah umur,
sehingga anak tidak dapat dipidana dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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Dengan dipidananya anak pelaku tindak
pidana berarti si anak sebagai pelaku sudah
mempertanggungjawabkan perbuatannya
secara pidana di hadapan hukum. Sehingga
dengan demikian dapat menjadi acuan bagi
anak-anak lainnya ke depannya bahwa setiap
perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum
dan undang-undang ada ganjarannya di
depan hukum yang dapat mengakibatkan
mereka di tahan dengan waktu yang tidak
sebentar.

Mahkamah Agung dalam
pertimbangannya telah menganggap Judex
Facti telah mempertimbangkan fakta hukum
yang relevan secara yuridis dengan benar
sebagaimana fakta hukum yang terungkap
diantara sianak yaitu Anak korban dengan
Anak berpacaran dan dalam masa pacaran
tersebut Terdakwa dengan bujuk rayu kepada
Anak korban yaitu anak sangat mencintai
saksi korban dan akan menikahi Anak korban
jika Anak korban hamil, kemudian mereka
melakukan hubungan suami isteri yang
mengakibatkan saksi korban hamil 6 (enam)
bulan.

Berdasarkan pertimbangan mahkamah
agung ternyata putusan Judex Facti dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi tersebut dinyatakan ditolak, karena
Anak dipidana, maka dibebani untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

.  KESIMPULAN

A. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban pidana anak
sebagai pelaku tindak pidana
pemerkosaan kepada anak sebagai
upaya melindungi anak korban tindak
pidana pemerkosaan karena
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merupakan salah satu kejahatan
terhadap kesusilaan yang diatur dalam
Pasal 285 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, vyang berbunyi:
“Barangsiapa dengan kekerasan atau
dengan ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh
dengan dia di luar pernikahan,
diancam karena melakukan
perkosaan, dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun”
Sementara menurut RUU Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana diatur
dalam Bab XVI Tentang Tindak Pidana
Kesusilaan Bagian Kelima Tentang
Perkosaan dan Perbuatan Cabul
Paragraf 1, yang berbunyi: “Dipidana
karena melakukan tindak pidana
perkosaan, dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 12 tahun.

2. Perlindungan hukum terhadap anak

korban tindak pidana pemerkosaan
yang mengakibatkan kehamilan dalam
konteks perlindungan terhadap korban
kejahatan, adanya upaya preventif
maupun represif yang dilakukan, baik
oleh masyarakat maupun pemerintah
(melalui aparat penegak hukumnya),
seperti pemberian
perlindungan/pengawasan dari
berbagai ancaman yang dapat
membahayakan nyawa korban,
pemberian bantuan medis, maupun
hukum secara memadai, proses
pemeriksaan dan peradilan yang fair
terhadap pelaku kejahatan, pada
dasarnya merupakan salah satu
perwujudan dari perlindungan hak

asasi manusia serta instrumen
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penyeimbang. Dari sinilah dasar
filosofis di balik pentingnya korban
kejahatan (keluarganya) memperoleh
perlindungan.

. Perkara tindak pidana pemerkosaan
yang dilakukan anak terhadap anak
dalam putusan Mahkamah Agung
Nomor 3440 K/Pid.Sus/2019 Awalnya
Desember 2017 saksi korban kenal
dengan anak pelaku melalui akun
Facebook kemudian berpacaran pada
April 2018 jam 13.00 wib anak pelaku
menyuruh saksi korban kerumahnya
dan saksi korban pun kerumahnya.
Pada saat dirumah anak pelaku tidak
ada keluarganya dan saksi korban pun
menanyakan di jawab anak pelaku
“Mamak Aku Pergi, Bapak Ku Jualan,
Adek Aku Pergi Main” dan saksi korban
menanyakan lagi “Lalu Saksi Disuruh
Ke Rumah Kalau Orang Tua Ndak Ada”
dan di jawab anak pelaku “Ya
Berhubungan Kayak Orang Habis
Nikah Lah” awal nya saksi korban tidak
mau namun anak pelaku mengancam
dengan mengatakan akan putusin
saksi korban apabila tidak mau
berhubungan badan. Dikarenakan
acamanan tersebut sehingga saksi
korban akhirnya saksi korban mau
berhubungan dengan anak pelaku dan
kemudian anak pelaku mengajak saksi
korban kekamarnya dan
memperlihatkan video Porno agar saksi

korban tertarik.

B. Saran

1. Disarankan supaya anak sebagai

pelaku tindak pidana perkosaan

kepada anak diberikan pidana yang
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benar-benar memberikan memberikan
pelajaran supaya setelah menjalani
pidana anak dapat menjadi lebih baik.

. Disarankan  supaya  pertanggung

jawaban terhadap anak sebagai pelaku
tidan hanya membalas perbuatan si
anak tetapi juga memperhatikan
kepada anak korban apalagi jika anak

korban sudah memiliki anak.

. Disarankan  pelaku anak yang

melakukan pemerkosaan terhadap
anak korban dapat mempertimbangkan
akibat dari perbuatannya terhadap
anak korban maupun anak hasil

hubungannya dengan anak korban.
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